KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 11 -DPRD/2020

TENTANG

PENYEMPURNAAN

TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM

Menimbang

Mengingat

SETDA PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

b.

1.

KABUPATEN PURWAKARTA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD
bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan
terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga serta Raprtda tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Jawa Barat.

bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang
dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Purwakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10

11

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Permendagri R.I Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI

TEMBUSAN :

Daerah;

MEMUTUSKAN :

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
Tentang Penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai hasil Fasilitasi dari
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut
pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Mempersilahkan Kepada Saudari Bupati  untuk
menetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah dengan
mengakomodir Lampiran Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 09 November 2020

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

NENG SUPARTINI P WARSENO

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR :171.1/Kep. 11 -DPRD/2020;

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020

TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA SESUAI HASIL

FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

a.

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga
merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada
saat memberikan pelayanan Tempat Rekreasi dan
Olahraga, kepada orang pribadi atau Badan sebagai
salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam
rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga di
kabupaten purwakarta memiliki potensi sebagai
pendapatan asli daerah;

bahwa dalam rangka memberikan landasan, arah dan
kepastian hukum pelaksanaan penungutan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga di Wilayah Kabupaten
Purwakarta serta sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menetapkan :

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

o

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah Purwakarta yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.

Gelanggang olahraga adalah usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga
dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam
atraksi.

Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi yang
dimiliki/ dikelola oleh Pemerintahan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta;

Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata
yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk
bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin
sehari-hari;

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis
untuk mendorong, membina, serta mengembangkan
potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,
dan pengawasan

Fasilitas Olahraga adalah sarana dan prasarana yang
dipergunakan untuk kegiatan berolahraga, yang
dalam hal ini meliputi Stadion Sepakbola, Gelanggang
Bulutangkis indoor, gelanggang bola voley indoor,
gelanggang bola basket indoor, gelanggang footsal
indoor, gelanggang beladiri/senam indoor, gelanggang
tenis indoor, dan gelanggang renang indoor.

Retribusi adalah  Pungutan  Daerah  sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan.

Masa Retribusi adalah suatu jangpka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintahan Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di
singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan
atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke
tiga yang dilakukan oleh wajib retribusi.

Perhitungan Retibusi Daerah adalah perincian
besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib
Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan
pembayaran retibusi, kelebihan pembayaran retribusi
maupun pembayaran sanksi administrasi.
Pembayaran Retribusi Daerah adalah perincian
besarnya Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang
tercantum pada STRD yang belum kedaluarsa dan
Retribusi lainnya yang masih terutang.

Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh
sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan
lewatnya suatu waktu tertentu.

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi tugas,wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran
peraturan daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan

Olahraga dipungut retribusi

atas pelayanan penyediaan

tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan
olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan
olahraga.

Pasal 5

Tempat Rekreasi adalah dibuka setiap hari yang waktunya
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di obyek-obyek tempat rekreasi

dilarang :

a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api,
menjual makanan, minuman dan barang dagangan
dengan skala besar, membawa/menjual minuman keras
dan narkoba, mendirikan/kios dan bangunan lainnya
dengan tidak seizin Bupati.

b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak
tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya.

c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pengunjung lainnya
dengan cara apapun.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai
retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas
pemakaian jasa tempat rekreasi dan tempat olahraga.



Pasal 9

Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis
penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.

Pasal 10

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

BAB YV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

(1)Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk,
fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku
pada Taman Air Mancur Sri Baduga.

(3)Besarnya tarif tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan
sebagai berikut:

a. Retribusi tempat rekreasi Taman Air Mancur Sri Baduga :
Kelas I : Rp. 15.000,-

Kelas I  : Rp. 10.000,-

b. Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama
Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman
Surawisesa :

Dewasa : Rp. 5.000,-
Anak-anak (Anak usia di bawah 6 thn) : Rp. 3.000,-
c. Retribusi tempat olahraga :

BESARAN
NO. URAIAN TARIF (Rp)
Retribusi Tempat Olahraga:
A. Lapangan Tenis Indoor:
1. Insidentil:
a. Hari Kerja:
- Siang hari per jam per lapangan 25.000
- Malam hari per jam per lapangan 75.000
b. Hari Libur:
- Siang hari per jam per lapangan 30.000
- Malam hari per jam per lapangan 75.000
2. Abodemen:
- Siang hari per jam per lapangan 15.000
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- Malam hari per jam per lapangan 50.000

B. Gelanggang Senam/Beladiri Indoor:

1. Insidentil:;

a. Hari Kerja:

- Siang hari per jam per lapangan 40.000
- Malam hari per jam per lapangan 75.000
b. Hari Libur:
- Siang hari per jam per lapangan 50.000
- Malam hari per jam per lapangan 75.000
2. Abodemen:
a. Siang hari per jam per lapangan 25.000
b. Malam hari per jam per lapangan 50.000
3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:
a. Siang hari per jam per lapangan 750.000
b. Malam hari per jam per lapangan 1.000.000

C. Lapangan Futsal/Bola Basket Indoor:

1. Insidentil;

a. Hari Kerja:

- Siang hari per jam per lapangan 60.000
- Malam hari per jam per lapangan 75.000
b. Hari Libur:
- Siang hari per jam per lapangan 65.000
- Malam hari per jam per lapangan 100.000
c. Abodemen:
- Siang hari per jam per lapangan 50.000
- Malam hari per jam per lapangan 60.000
2. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:
- Siang hari per jam per lapangan 1.000.000
- Malam hari per jam per lapangan 1.500.000

D. Gor Bulutangkis/Bola Volley Indoor:

1. Insidentil:

a. Hari Kerja:

- Siang hari per jam per lapangan 60.000
- Malam hari per jam per lapangan 75.000
b. Hari Libur:
- Siang hari per jam per lapangan 75.000
- Malam hari per jam per lapangan 100.000
c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:
- Siang hari per jam per gedung 1.000.000
- Malam hari per jam per lapangan 1.500.000
2. Abodemen:
- Siang hari per jam per lapangan 45.000
- Malam hari per jam per lapangan 50.000

E. Gelanggang Renang Indoor:

1. Insidentil:

a. Hari Kerja;

- Dewasa per sekali masuk 20.000

- Pelajar/Anak usia di bawah 12 thn per 15.000
sekali masuk

b. Hari Minggu/Libur;
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- Dewasa per sekali masuk 25.000

- Anak usia di bawah 12 tahun per sekali 20.000
masuk
2. Abodemen:
a. Dewasa/Umum per 8 kali masuk per 150.000
orang per bulan
b. Pelajar/Anak-anak usia di bawah 12 100.000

tahun/ Mahasiswa/Anggota Organisasi
Olahraga Renang per 8 (delapan) kali
masuk per orang per Bulan

F. Stadion Sepak Bola:

Insidentil:

a. Hari Kerja:

- Siang hari per jam per lapangan 300.000

- Malam hari per jam per lapangan 900.000
b. Hari Libur:

- Siang hari per jam per lapangan 500.000

- Malam hari per jam per lapangan 1.000.000
c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:

- Siang hari per jam per lapangan 1.000.000

- Malam hari per jam per lapangan 1.500.000

G. Lapangan Atletik:

1. Insidentil;

a. Hari Kerja:

- Siang hari per orang per jam 5.000

b. Hari Libur:

- Siang hari per orang per jam 7.500
2. Abodemen;

- Siang hari per orang per jam 2.500

(4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (3) huruf a dan b
sudah termasuk asuransi.

Pasal 12

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) dilakukan  dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan

penyedia jasa tempat rekreasi dan olahraga.
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(2)

(3)

(4)

Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Tata cara pemungutan, penyetoran, bentuk dan isi
SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh peraturan Bupati.

Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD
dengan didahului surat teguran, surat peringatan atau
surat lainnya yang sejenis.

Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat
lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari setelah jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang
sejenis, wajib retribusi harus segera melunasi
retribusinya yang terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang
sejenis sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati
atau Dinas.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 16

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang
yang dikoordinir dapat diberikan pengurangan setinggi-
tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri
surat rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.

Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3)
harus disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu)
minggu sebelum pelaksanaan.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai Utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan
pengelola tempat rekreasi dan olahraga dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e.

h. Memotret seseorang yang melakukan tindak pidana.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

j-  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya,
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang
yang tidak atau kurang bayar.

Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan
Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan
ke Kas Negara.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 09 November 2020
BUPATI PURWAKARTA,
ttd
ANNE RATNA MUSTIKA
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI NENG SUPARTINI P WARSENO

17



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR :171.1/Kep. 11 -DPRD/2020;

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020

TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL
FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang
dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat
memberikan pelayanan atas pemakaian kekayaan
daerah kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah
satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa sehubungan adanya beberapa objek retribusi
yang telah berubah fungsi, sehingga tidak dapat
dipungut lagi retribusinya, serta adanya beberapa objek
retribusi baru yang belum diatur pemungutan
retribusinya, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
perlu disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2
Tahun 2012) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan
angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
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10.

11.

12.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Keuangan dan Asset Daerah yang
selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan
dan aset Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
kepemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten
Purwakarta.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal dan perizinan.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki,
dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah
baik berupa benda tidak bergerak yang meliputi
tanah, bangunan, gedung dan benda bergerak
seperti kendaraan, alat-alat berat milik
Pemerintah Daerah.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat
disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib
Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi
yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengolah  data
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah dan
Retribusi.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) beserta lampirannya, ayat
(4) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:
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(2)

(3)

Pasal 7

Setiap orang atau Badan yang menggunakan,
memakai dan memanfaatkan kekayaan milik
Pemerintah Daerah wajib membayar tarif retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan yang
diberikan.

Tarif retribusi dikenakan berdasarkan jenis
Kekayaan Daerah sebagai berikut:

a. barang bergerak;
b. barang tidak bergerak;
c. laboratorium kesehatan; dan

laboratorium lingkungan hidup.

Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan
jenis Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Besaran tarif retribusi Jasa pemeriksaan bagi
penggunaan laboratorium kesehatan di
laboratorium kesehatan pada UPTD pusat
kesehatan masyarakat dikenakan sebesar 75 %
(tuyjuh puluh lima persen) dari besaran tarif
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-
bahan lainnya dalam pengenaan tarif retribusi
terhadap barang bergerak sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a sepenuhnya menjadi beban dan/
atau tanggung jawab peminjam/pemakai.

Batas waktu bagi peminjaman dan pemakaian
barang bergerak dari kekayaan milik daerah,
paling singkat selama 7 (tujuh) jam terhitung mulai
sewa pinjam.

Penggunaan Kekayaan Daerah barang tidak
bergerak berupa gedung hanya dapat digunakan
untuk kegiatan lain oleh masyarakat sepanjang
tidak sedang digunakan untuk  kegiatan
kepemerintahan.

Izin penggunaan Kekayaan Daerah barang tidak
bergerak berupa tanah baik untuk tinggal maupun
usaha dibatasi waktunya selama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang melalui pertimbangan Bupati
sepanjang tidak akan digunakan peruntukannya
bagi kepentingan kegiatan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 8

(1) Permohonan pemakaian Kekayaan Daerah berupa
benda bergerak, laboratorium kesehatan dan
laboratorium lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c
dan huruf d diajukan kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah terkait.

(2) Permohonan pemakaian Kekayaan Daerah berupa
benda tidak bergerak, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diajukan kepada
Bupati melalui DPMPTSP.

(3) Pemohon pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
harus mengisi formulir yang bentuk dan isinya
ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan:

a. kartu keluarga dan kartu Tanda penduduk;

b. surat keterangan dari lurah atau kepala desa
dan camat setempat; dan

c. syarat lain yang ada kaitannya dengan
pemakaian Kekayaan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 19 di tambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 09 November 2020
BUPATI PURWAKARTA,
ttd

ANNE RATNA MUSTIKA
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PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

TTD

H. AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

SRI PUJI UTAMI NENG SUPARTINI P

WAKIL KETUA

WARSENO
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